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Penelitian ini dilatarbelakangi atas problem bantuan keuangan dan korupsi
dalam pendaaan partai politik di Indonesia. Pertama, bantuan keuangan yang tidak
transparan dan sumbernya yang tidak jelas dapat mengakibatkan ketidaksetaraan
dalam persaingan politik dan mengorbankan prinsip demokrasi yang sehat.
Kedua, praktik korupsi dalam pendanaan partai politik menciptakan lingkungan
politik yang korup dan merusak integritas institusi demokratis. Sistem pendanaan
yang diberikan oleh negara kepada partai politik melalui APBN Dan APBD dalam
penerapannya terhadap bantuan pendanaan partai politik di Indonesia.

Rumusan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah: (1)
Bagaimana pendanaan partai politik oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Indonesia? (2) Bagaimana
tinjauan hukum positif dan figih siyasah terhadap pendanaan partai politik oleh
Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
di Indonesia?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis
normatif atau penelitian hukum yang hanya meneliti bahan pustaka sehingga
disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Data yang digunakan berupa bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pendanaan partai politik oleh
APBN dan APBD di dalam peraturan menteri dan peraturan menteri dalam negeri
yaitu pemyusunan proposal pengajuan bantuan keuangan partai politik, asistensi
berkas proposal pengajuan bantuan keuangan partai politik dengan bidang
poldagri bakesbangpol, verifikasi berkas proposal pengajuan banpol bersama tim
verifikasi banpol, kemudian tahap pencairan. (2) Pendanaan partai politik dalam
hukum positif diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai
Politik. Pendanaan partai politik ditinjau dari figih siyasah termasuk dalam figih
siyasah tasri’iyah. Dalam pandangan fiqih siyasah tasri’iyah, pendanaan partai
politik harus mampu mengaplikasikan ajaran-ajaran agama dalam pengelolaaanya,
hal ini wajib dilakukan agar partai politik tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang
menyimpang.
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This research is motivated by the problem of financial assistance and
corruption in the construction of political parties in Indonesia. First, non-
transparent financial aid and its unclear sources can result in inequality in political
competition and sacrifice the principles of healthy democracy. Second, corrupt
practices in political party funding create a corrupt political environment and
undermine the integrity of democratic institutions. The funding system provided
by the state to political parties through the State Budget and Regional Budget in
its application to political party funding assistance in Indonesia.

The formulation of the problem used in this thesis is: (1) How is the
funding of political parties by the State Revenue and Expenditure Budget and the
Regional Revenue and Expenditure Budget in Indonesia? (2) What is the review
of positive law and figh siyasah on political party funding by the State Revenue
and Expenditure Budget and the Regional Revenue and Expenditure Budget in
Indonesia?

The research method used is a normative juridical research method or
legal research that only examines literature materials so that it is also called
literature legal research. The data used are in the form of primary legal materials
and secondary legal materials.

The results of the study show that: (1) Funding of political parties by the
State Budget and Regional Budget in the ministerial regulations and regulations of
the Minister of Home Affairs, namely the preparation of proposals for political
party financial assistance applications, assistance in the submission of political
party financial assistance proposals with the domestic political field of the
National Unity and Political Agency, verification of political assistance proposal
files with the political assistance verification team, then the disbursement stage.
(2) Funding of political parties in positive law is regulated in Law Number 2 of
2011 concerning Political Parties. Political party funding is reviewed from figh
siyasah, including figh siyasah tasri‘iyah. In the view of figh siyasah tasri‘iyah, the
funding of political parties must be able to apply religious teachings in their
management, this must be done so that political parties do not fall into deviant
things.
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